






MOTTO:

“ When life gives you  lemons , make lemonade , hidup hanya sekali, selalu

bersyukur dan jangan bersedih “

“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl,

but whatever you do you have to keep moving forward.”

( Martin Luther King Jr. )

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

 Allah SWT.
 Kedua Orangtua ku Tersayang.
 Keluarga yang saya cintai.
 Sahabat-sahabat Terbaik.
 Almamaterku.
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sudah sejak lama negara negara di dunia ini telah melakukan 

hubungan hubungan yang bersifat internasional salah satu bentuk hubungan 

tersebut ialah dibuatnya suatu perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun 

multilateral antar negara.Semakin besar dan semakin meningkatnya saling 

ketergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakanya 

kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk 

perjanjian-perjanjian internasional.1 

Dewasa ini, ada 2 aturan internasional yang di gunakan untuk 

mengatur pembuatan perjanjian internasional yakni Vienna Convention On 

The Law Treaties 19692dan Vienna Convention on The Law Treaties 

between States and International Organizations between International 

Organizations 1986.3 Perbedaan di antara kedua konvensi ini terletak pada 

subyek pembuat perjanjian internasional, sehingga beberapa prinsip dan 

                                                           
1 Syahmin AK., Hukum Perjanjian Internasional  Unsri Press, Palembang ,2012 hlm.1 
2Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara (Subyek perjanjian 

adalah Negara) 
3Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi 

internasional atau organisasi internasional lain. 



2 
 

 
 

prinsip umum dalam pembuatan perjanjian internasional kurang lebih 

sama.4 

Di era globalisasi yang sering terjadi ialah kian meningkatnya saling 

keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dalam melakukan hubungan 

kerjasama internasional .Dengan adanya keberadaan dan diakuinya 

organisasi internasional sebagai pelaku hubungan kerjasama internasional 

sehingga hubungan kerjasama internasionalramai di lakukan oleh 

masyarakat internasional.Adanya perbedaan sistem kenegaraan, bentuk 

negara , perbedaan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau 

kepercayaan dan lain-lainnya bukan merupakan faktor penghalang  dalam 

mengadakan dan menjalin hubungan dan kerjasama bahkan dapat 

meningkatkan intensifnya hubungan antar negara. 

Melalui perjanjian internasional pelaksanaan hak dan kewajiban 

negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan 

terjamin. Hal ini menjadikan perjanjian internasional mempunyai peranan 

penting dalam hubungan internasional sebagai sumber hukum internasional.  

Dalam pembuatan perjanjian internasional negara negara tunduk pada 

aturan (hukum internasional)  tentang pembuatan perjanjian internasional.  

 

                                                           
4Harry Purwanto, Keberadaan Prinsip Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, 

Mimbar Hukum, Jurnal berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 

2011,hlm.104 
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Untuk Menghindari atau mencegah timbulnya suatu sengketa, maka 

perlu dilakukan pemahaman terhadapprinsip-prinsip serta norma dari 

perjanjian atau perjanjian internasional. Berlakunya atau beroperasinya 

suatu perjanjian internasional dapat dipengaruhi dan memperhatikan prinsip 

hukum lain seperti prinsip pacta tertiis  nec nocent prosunt,  prinsipnon-

rektroaktive , prinsiprebus sic stantibus dan norma jus cogens.  Beberapa 

prinsip hukum ini dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian, karena 

sekalipun sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut mengikat bagi 

para pihak, bila kemudian terjadi sesuatu peristiwa atau karena berlakunya 

prinsip hukum lain maka dapat berakibat berlakunya perjanjian 

internasional tersebut ditunda atau bahkan dibatalkan. 

Demikian juga atas suatu perjanjian yang telah berlaku akan terganggu 

berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental (rebus sic 

stantibus) .mengenai hal ini konvensi wina 19695, dalam garis besarnya 

menyatakan: “Suatu Negara boleh mepergunakan perubahan keadaan 

secara fundamental sebagai alasan untuk mengakhir atau menarik diri dari 

perjanjian bila dapat dbuktikan bahwa keadaan benar benar sudah 

berubah dan para Negara pihak perjanjian sama-sama setuju dan juga 

perubahan tersebut betul-betul merubah secara radikal kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut”. 

Keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan 

                                                           
5Periksa Pasal 62 Konvensi Wina 1969 
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perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak yang berjanji. 

Dengan kata lain berlakunya perjanjian internasional dapat ditangguhkan, 

bahkan dapat dibatalkan karena adanya perubahan keadaan yang sangat 

fundamental. Jadi dengan berlakunya prinsiprebus sic stantibus maka para 

pihak dapat melepaskan atau mengingkari janji janji yang telah mereka 

berikan.6 Meskipun demikian, dalam prakteknya belum pernah ada yang 

membernarkan, bahwa suatu negara dapat semaunya membatalkan suatu 

perjanjian karena alasan tersebut diatas, tetapi harus melalui prosedur 

tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 65, 66 dan 67 Konvensi wina 1969.7 

Setiap bangsa dan negara yang ikut dalam suatu perjanjian yang telah 

mereka lakukan, harus menjunjung tinggi semua dan seluruh peraturan-

peraturan atau ketentuan yang ada di dalamnya.Karena hal tersebut 

merupakan prinsip hukum perjanjian bahwa “perjanjian itu mengikat para 

pihak dan harus di laksanakan dengan itikad baik (good faith)”prinsip ini di 

sebut dengan prinsippacta sunt servanda. 

Timor Leste merupakan negara berdaulat yang baru merdeka pada 

tanggal 20 Mei 2002.Timor Leste merdeka melalui perjuangan yang 

panjang dari dua rezim yang menguasainya. Australia merupakan negara 

yang berkontribusi terhadap perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka 

mulai dari proses referendum pada tahun 1999 hingga menuju 

                                                           
6Harry Purwanto, Op.cit, hlm.105 
7 Syahmin AK., Op.cit hlm 251 
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kemerdekaan pada tahun 2002. Hubungan bilateral diantara keduanya 

bahkan sudah berlangsung ketika Timor Leste masih berada di bawah 

rezim Portugal dan pendudukan Indonesia. Sebagai negara yang baru hadir 

dalam perpolitikan internasional, Timor Leste harus melakukan penataan di 

berbagai bidang kehidupan nasionalnya baik itu dari segi politik ,ekonomi , 

sosial budaya dan lain lain. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

Timor Leste, terutama mengenai perbatasan Laut Timor yang diperebutkan 

dengan Australia karena adanya daerah yang disebut Celah Timor pasca di 

batalkannya perjanjian celah timor antara Indonesia dengan Australia.  

Keterlibatan negara Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste secara 

tidak langsung memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di 

negara tersebut.Posisi ini semakin dikukuhkan dengan bantuan ekonomi 

dari Australia terhadap pembangunan Timor Leste yang masih perlu 

melakukan penataan di berbagai bidang.Australia menggunakan 

kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses 

terhadap kandungan minyak dan gas ladang Greater Sunrise.Australia 

menolak untuk memutuskan permasalahan batas laut sesuai denganhukum 

atau melalui penengahan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan 

mendesakkan perundingan bilateral.8 

                                                           
8Fiqih Dwimurti Kapau.Kerangka Kerja Perjanjian Cmats ( Treaty On Certain Maritime 

Arrangements In The Timor Sea) Dalam Pengelolaan Proyek Greater Sunrise Timor Leste Dan 

Australia Tahun 2006-2010 ,  2013 , hlm.1. 
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Sebagai negara yang baru hadir dalam perpolitikan internasional, 

Timor Leste harus melakukan penataan di berbagai bidang kehidupan 

nasionalnya.Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Timor Leste, 

terutama mengenai perbatasan Laut Timor yang diperebutkan dengan 

Australia karena adanya daerah yang disebut Celah Timor.Greater Sunrise 

merupakan ladang minyak dan gas alam yang terbesar di kawasan Celah 

Timor.Teori dua landas benua Australia merupakan dasar awal dari klaim 

Australia terhadap ladang Greater Sunrise di Laut Timor yang secara 

geografis lebih berdekatan dengan negara Timor Leste.Australia merasa 

klaim atas teritorialnya yang sah sesuai dengan konvensi Genewa tentang 

hukum laut 1958, sementara Timor Leste merasa lebih berhak dengan 

konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982.9 

 Perundingan Timor Leste dan Australia sejak tahun 2002 telah 

menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di 

Laut Timor, yaitu Perjanjian Laut Timor (2002), Kesepakatan Penyatuan 

Internasional Sunrise (2003) dan Perjanjian CMATS (2006). Tiga 

kesepakatan tersebut, terutama Perjanjian CMATS, menetapkan kerjasama 

dalam pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, namun tidak 

menyelesaikan permasalahan dasar mengenai batas -batas laut antara kedua 

negara. Perjanjian CMATS dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang 

                                                           
9Raimundo de FátimaAlvesCorreia. “Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan 

Batas Wilayah Laut dengan Australia”. 2011 
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berlangsung lebih dari 30 tahun yang memperpanjang ketentuan bahwa 

penyelesaian setiap sengketa perjanjian akan dilakukan melalui 

perundingan bilateral dengan menunda memutuskan negara mana yang 

memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana hingga 40-50 tahun ke 

depan.10 

Dengan dominasi Australia terhadap Celah Timor, Timor Leste 

merasa bahwa dominasi tersebut malah akan berkembang dan akan 

menjadi ancaman sendiri bagi Timor Leste. Sedangkan dalam pembagian 

hasil, Timor Leste sama sekali tidak memperkirakan bahwa Australia 

secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam 

Timor Leste. 

Dalam konvensi wina 1969 mengakui apabila ada salah satu pihak 

dalam perjanjian ada yang melanggar dalam arti tidak mentaati aturan yang 

telah diputuskan sebelumnya serta tidak terciptanya kedamaian atau 

keharmonisan tetapi yang timbul saling bertentangan di antara negara-

negara yang melakukan perjanjian tersebut , maka pihak yang dirugikan 

dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebutsesuai dengan 

prinsipRebus Sic Stantibus.11 

                                                           
10Buletin La’o Hamutuk , “Kronologi Negosiasi laut Timor”,Perjanjian CMATS, Vol.7, No. 1, 

April 2006, hlm. 1 
11Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Edisi 2 Cetakan 5 , PT. Alumni 

,Bandung , 2015 , hlm.141 
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Berdasarkan hal  diatas, penulis tertarik untuk menjadikan  masalah 

tersebut dalam  bentuk skripsi dengan judul “ PENERAPAN 

PRINSIPREBUS SIC STANTIBUS DALAM PERJANJIAN 

INTERNASIONAL:STUDI KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN 

LAUT TIMOR (TREATY ON CERTAIN MARITIME 

ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA) ANTARA TIMOR LESTE 

DENGAN AUSTRALIA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan prinsipRebus Sic Stantibus dalam pembatalan 

Perjanjian Laut Timor (Treaty On Certain Maritime Arrangements in 

the Timor Sea) Antara Timor Leste dengan Australia? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat pembatalanPerjanjian Laut 

Timor (Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea) 

Antara Timor Leste dengan Australia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk: 

1. Mengetahuibagaimana penerapan dari prinsipRebus Sic 

StantibusdalamPerjanjian Laut Timor (Treaty On Certain Maritime 

Arrangements in the Timor Sea) Antara Timor Leste dengan Australia? 



9 
 

 
 

2. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa mengenai pembatalan 

Perjanjian Laut Timor (Treaty On Certain Maritime Arrangements in 

the Timor Sea) Antara Timor Leste dengan Australia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk 

pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan 

penerapan prinsip rebus sic stantibus khususnya dalam hal pembatalan 

perjanjian internasional yang dialami oleh Timor Leste dengan 

Australia. 

2. Secara Praktis 

Dari segi praktis, berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh 

langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan 

keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu 

masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru 

bagi penelitian ilmu hukum.12 

                                                           
12Abdul Kadir Muhamad,,Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004 hlm. 66. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

masyarakat secara umum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang prinsip-

prinsipdalam perjanjian internasional.Selain itu juga diharapkan 

masyarakat umum dan masyarakat internasional dapat mengetahui 

mengenai penerapanprinsipRebus Sic Stantibus dalam hal pembatalan 

atau validitas perjanjian internasional.Sehingga diharapkan lebih kritis, 

berani dan lebih aktif ikut serta dalam mengembangkan pengetahuan 

mengenai perjanjian internasional. 

 

E. RUANG LINKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan 

membatasi area penelitian.13 

 Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari 

permasalahan dan terarah sesuai dengan objek permasalahan, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul : 

“PenerapanPrinsipRebus Sic StantibusDalam Perjanjian Internasional 

PembatalanPerjanjian Laut Timor (Treaty On Certain Maritime 

Arrangements in the Timor Sea) Antara Timor Leste dengan Australia  ”  

                                                           
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, 

hlm.111 
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yang dititikberakan pada hal-hal yang berhubungan denganprinsipRebus Sic 

Stantibus  serta bagaimana penerapan prinsipini dalam pembatalan 

perjanjian internasional khususnya pada kasus pembatalan Perjanjian Laut 

Timor (Treaty On Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea) Antara 

Timor Leste dengan Australia  tersebut di batalkan atas dasar prinsipRebus 

Sic Stantibus. 

 

F. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan, dengan istilah 

yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.14 

1. Perjanjian Internasional 

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional 

merupakan sumber utama hukum internasional.Konvensi-konvensi itu 

dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negaa dan 

multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara.Kadang-

kadang suatu konvensi di sebut regional bila menjadi pihak hanya 

negara- negara dari suatu kawasan.Konvensi multilateral dapat bersifat 

universal bila menyangkut seluruh negara didunia.15 

                                                           
14 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta ,2013, hlm.9. 
15Boer mauna,  Op.Cit., hlm.9 
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Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 38 Statuta Internasional, 

sumber-sumber hukum internasional terdiri dari : 

a. Perjanjian internasional (international convention) baik yang 

bersifat umum maupun khusus; 

b. Kebiasaan internasional (international customs); 

c. Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang 

dakui oleh negara-negara yang beradab; 

d. Keputusan pengadilan (judicial decisions)  pendapat para ahli 

yang telah diakui kepakarannya (teaching of the most highly 

qualified publicists) merupakan sumber tambahan hukum 

internasional.16  

Dalam Pasal 2 ayat 1 butir (a) Konvensi wina1969, perjanjian 

internasional (“treaty”) didefinisikan sebagai berikut : 

 “treaty means an international agreement concluded between 

States in written form and governed by international law 

,whether embodied in a single instrument or in two or more 

related instrumens and whatever its particular designation” 

Artinya : ( Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam 

bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah 

                                                           
16Ibid. hlm.84 
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dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrumen yang 

berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya).17 

 

2. Definisi umum prinsipRebus Sic Stantibus 

Doktrin Rebus Sic Stantibus merupakan suatu hukum kebiasaan 

internasional yang merupakan satu dari dua sumber yang primer dari 

hukum internasional, selain perjanjian internasional sebagai sumber 

hukum internasional.Hukum kebiasaan internasional dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan yang bersifat umum dan dilakukan secara terus 

menerus oleh negara dan diikuti oleh negara lainnya dan dirasakan ada 

kewajiban hukum untuk melaksanakan hal tersebut.18 

Prinsiprebus sic stantibus merupakan dasar untuk mengajukan 

pengakhiran atau pengunduran diri atau penangguhan. Didalam prinsip 

ini suatu perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya yang harus 

dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perjanjian internasional 

berlaku secara efektif hanya selama keadaan yang menjadi dasar 

dibuatnya perjanjian tersebut tidak berubah atau didalam perjanjian 

tersebut hanya mengikat selama keadaan tidak berubah.19 

 

                                                           
17Syahmin AK., Op.cit., hlm.,13 
18Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner.A Theory of Customary International Law.The 

University of Chicago Law Review, vol. 66 no. 4, 1999.hlm. 1113 
19Damos Dumoli Agusman, , “Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik 

Indonesia”, Cetakan 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2014., hlm. 64 
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G. METODE PENELITIAN 

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara 

dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan 

.Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu 

ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa 

dapat disadari hubungan antara gejala dengan gejala lainnya.20 

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian  ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau 

data sekunder belaka,dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.21 

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada 

metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai 

tata kerja penunjang, Analisis normatif terutama mempergunakan 

bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.22 

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu 

sendiri.Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu preskriptif, artinya 

                                                           
20 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1974, hlm.37. 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pres, Jakarta,2010., hlm.,13-14 
22Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2014 hlm.166. 
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sebagai ilmu yang bersifat prespiktif ilmu hukm mempelajari tujuan 

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.23 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

adalah pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual(Conceptual 

Approach) . Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan melakukan penelitian lebih dalam pada kasus terkait 

dengan isu hukum yang dihadapi.Pendekatan statute approach atau 

pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian lebih dalam dengan 

melakukan pengamatan terhadap undang-undang, memahami hierarki 

dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan. Pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan 

regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara umum.24Sedangkan pendekatan 

conceptual approach ialah pendekatan yang dilakukan dengan 

pemahaman pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum yang akan memperjelas pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun prinsip hukum yang relevan dengan 

permasalahan. 

                                                           
23Peter Mahmud Marzuki ,Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011. 

Hlm.22. 
24Ibid. hlm.97 
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3. Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk 

menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber 

sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer 

maupun sekunder.25 

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data 

sekunder saja yang terdri dari : bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan 

menganalisi bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari 

berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.26 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.27  Bahan hukum primer yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini terdiri dari : 

                                                           
25 Zainuddin Ali, Op.Cit , hlm.47 
26Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit. hlm.163 
27Peter Mahmud Marzuki., Op.Cit., hlm., 141 
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a. Vienna Convention On The Law Treaties 1969 (Konvensi 

Wina tentang Perjanjian Internasional Tahun 1969); 

b. Vienna Convention on The Law Treaties between States 

and International Organizations between International 

Organizations 1986 (Konvensi Wina tentang Perjanjian 

Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional 

dengan Organisasi Internasional Lain 1986); 

c. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982) 

d. Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen (The 

Geneva Convention on the Continental Shelf 1958) 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan seterusnya.28Terkait skripsi ini maka digunakan 

sumber dari kepustakaan seperti buku-buku, karya tulis hukum 

atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa 

maupun berita di internet yang berkaitan dengan masalah yang 

akan di bahas. 

                                                           
28Soejono Soekanto dan Sri Madmuji,  Op.Cit , hlm., 13 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer 

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah .surat kabar , dan sebagainya.29 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa studi kepustakaan (library research) , yaitu 

pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca , 

menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan 

pengkajian terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.30 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis atau 

pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif normatif. Bahan 

hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dengan memahami konsep, 

teori, peraturan perundang-undangan ,konvensi internasional , 

pandangan ahli hukum dan merangkai data yang disusun secara 

sistematis , kemudian diperoleh suatu kesimpulan. 

                                                           
29 Peter Mahmud Marzuki., Op.cit., hlm.,141 
30M.Nazir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005., hlm.111 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, 

yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 67 
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